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ABSTRAK 

 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntanbilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan.  

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui metode kuisioner terhadap 33 

responden karyawan pada Dinas Kesehatan Kota Medan dengan menggunakan 

metode random sampling untuk mengetahui tanggapan responden terhadap 

masing-masing variabel. Kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang 

diperoleh berupa analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif 

meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis lewat uji t dan 

uji F serta uji analasisi koefisien determinasi (R2). Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang befungsi untuk 

membuktikan hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil analisis SPSS versi 26 pada 

penelitian ini, menunjukkan bahwa hasil uji F (simultan) sebesar 21,895 dengan 

nilai sig 0,000 < 0,05 dengan demikian H3 diterima, yaitu Anggaran Berbasis 

Kinerja dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan dari Uji t 

(parsial) diperoleh t hitung dari variabel Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 2,094 

dengan nilai sig 0,045 < 0,05 maka H1 diterima. Kemudian untuk variabel Sistem 

Pelaporan diperoleh t hitung sebesar 2,802 dengan nilai sig 0,009 < 0,05 maka H2 

diterima. Dimana diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,593 yang berarti 

besarnya proporsi variabel X1, X2,  terhadap Y sebesar 53,9%, sedangkan sisanya 

40,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : (1) Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. (2) Sistem Pelaporan secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. (3) 

Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan secara simultan terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Kata kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan, Akuntanbilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 
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ABSTRACT 

 

Writing this thesis aims to determine whether there is an influence of the 

Performance-Based Budgeting and Reporting System on the Performance 

Accountability of Government Agencies in the Medan City Health Office. 

In this study, data collection was carried out through a questionnaire method to 

33 employee respondents at the Medan City Health Office using a random 

sampling method to determine respondents' responses to each variable. Then 

carried out an analysis of the data obtained in the form of quantitative analysis 

and qualitative analysis. Quantitative analysis includes validity and reliability 

tests, classical assumption tests, hypothesis testing through t-test and F-test and 

analysis of the coefficient of determination (R2). The data analysis technique used 

is multiple linear regression analysis which serves to prove the research 

hypothesis. Based on the results of the analysis of SPSS version 26 in this study, it 

shows that the results of the F test (simultaneous) are 21.895 with a sig value of 

0.000 <0.05, thus H3 is accepted, namely the Performance-Based Budgeting and 

Reporting System. Simultaneously, it has a positive and significant effect on 

Agency Performance Accountability. Government. Meanwhile, from the t test 

(partial), it is obtained t count of the Performance-Based Budget variable of 2.094 

with a sig value of 0.045 <0.05 so that H1 is accepted. Then for the Reporting 

System variable obtained t count of 2.802 with a sig value of 0.009 <0.05, then 

H2 is accepted. Where the coefficient of determination obtained is 0.593 which 

means the proportion of variables X1, X2, to Y is 53.9%, while the remaining 

40.7% is influenced by other factors not examined. The results showed that: (1) 

Performance-based budgeting partially has a positive and significant effect on 

employee performance. (2) The reporting system partially has a positive and 

significant effect on employee performance. (3) Performance-Based Budgeting 

and Reporting System simultaneously has a positive and significant effect on the 

Performance Accountability of Government Agencies. 

 

Keywords : Performance Based Budget, Reporting System, Accountability for 

Performance of Government Agencies 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan, anggaran berbasis 

kinerja adalah sistem penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja atau prestasi 

kerja yang akan dicapai. Dengan demikian, anggaran merupakan hal yang sangat 

penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin dicapai nantinya. 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka 

penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), SKPD 

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran menyusun RKA 

(Rencana Kerja dan Anggaran) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja 

yang akan dicapai.  

Membuat anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah terlebih dulu harus 

memiliki renstra (perencanaan strategis) yang disusun dengan objektif dan juga 

melibatkan seluruh komponen yang ada didalam pemerintahan. Dengan adanya 

sistem tersebut pemerintah daerah diyakini akan dapat mengkur kinerja 

keuangannya yang tergambar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. 

Aspek yang diukur didalam penilaian kinerja pemerintah daerah salah satunya 

adalah aspek keuangan yang berupa ABK (Anggaran Berbasis Kinerja). Adanya 

RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis 

kinerja dan akuntabilitas.  

Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau 

pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi 
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atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif. 

Selain Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan juga sangat 

diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer untuk 

mengimplementasikan anggaran yang sudah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban 

untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan 

digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000) mengemukakan, 

laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan 

transparan. Laporan umpan balik (feedback) diperlukan dalam mengukur 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan 

akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan 

suatu anggaran sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan 

rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang diterapkan. 

Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menerapkan sistem akuntanbilitas 

kinerja dan menyampaikan pelaporannya ialah instansi dari pemerintah pusat, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggungjawab penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ialah penjabat yang 

secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di intansi 

masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus 

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilkan/kegagalan tingkat 

kinerja yang dicapainya. 

Menurut Yusrianti dan Rika (2015), Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) ialah media akuntanbilitas yang dapat dipakai atau 
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digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab 

pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Rahmadan (2014), 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan 

pertanggungjawaban untuk disusun oleh instansi pemerintah kepada publik dan 

penjabat berwenang yang merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi 

pemerintah. 

Dampak dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas terkait 

sebagai fungsi pemberi pelayanan kepada masyarakat menjadikan lingkup 

anggaran relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah. Tuntutan agar 

terwujudnya pemerintah yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintahan 

yang efektif, efisien, professional dan akuntabel, serta mampu memberikan 

pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan 

transparansi dan meningkatkan akuntabilitas. 

Pemerintah daerah Kota Medan mengalami penurunan opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP) selama lima tahun dari hasil pemeriksaan Hasil 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPH LKPD) oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia. 

Tabel 1.1 Opini Laporan Keuangan Tahun 2014-2019 

Tahun Opini 

2014 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

2016 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

2017 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

2018 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

2019 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
 Sumber : https://sumut.bpk.go.id/.  

Salah satu peran BPKP di daerah adalah meningkatkan kualitas 

akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Indikator kualitas 
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akuntabilitas keuangan salah satunya ditunjukkan dari opini auditor eksternal 

(BPK) atas penyajian laporan keuangan. Perolehan opini atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Medan pada tahun 2016 – 2017 ialah Wajar Dengan 

Pengecualian WDP . Adapun Masalah yang menghambat kualitas Laporan 

Keuangan sebagai berikut: Terdapat pengelolaan aset yang belum memadai; - 

Terbatasnya kemampuan SDM di SKPD dan PPKD dalam ilmu akuntansi 

sehingga memerlukan waktu dan tenaga yang banyak dalam proses 

pendampingan. (http://www.bpkp.go.id.) 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan no. 41/LHP/XVIII.MDN/04/202

0 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kota Medan Tahun 2019. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan 

Provinsi Sumatera Utara menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 ke 

Pemerintah Kota Medan. Adapun opini yang diberikan BPK RI Perwakilan Sumut 

kepada Pemko Medan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah TA 2019 ialah 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP). penyajian laporan yang dilakukan Pemko 

Medan sudah standar akuntansi pemerintahan namun masih ada yang harus 

diperbaiki Pemko Medan, dengan itu BPK RI meminta kepada Pemko Medan 

segera menindak lanjuti laporan yang telah diberikan. (https://pemkomedan.go.id.) 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Anggaran berbasis 

Kinerja dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kota Medan).  
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1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pemerintah daerah Kota Medan mengalami penurunan opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP) selama lima tahun dari hasil pemeriksaan 

Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Pemerintah Kota Medan masih belum optimal dalam menerapkan 

Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan. 

3. Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2017 mengalami penurunan 

opini WDP akibat pengelolaan aset yang belum memadai, terbatasnya 

kemampuan SDM di SKPD dan PPKD dalam ilmu akuntansi. 

Selanjutnya, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, spesifik, 

sempurna, dan mendalam maka peneliti membatasi masalah tentang 

Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur / dinilai berdasarkan 

Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan di Dinas Kesehatan Kota 

Medan. 

 

1.3 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka 

penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kota Medan? 
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2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota 

Medan? 

3. Apakah Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan secara simultan 

berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat 

disimpulkan tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kota Medan. 

2. Untuk mengetahui apakah Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kota Medan. 

3. Untuk mengetahui apakah Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem 

Pelaporan secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota 

Medan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian 
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ini adalah : 

1. Aspek Teoritis (keilmuan), diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

referensi keilmuan untuk penelitian sejenis yang akan datang dan dapat 

memberikan wawasan yang lebih dalam menganalisis laporan 

akuntanbilitas instansi pemerintah. 

2. Aspek Praktis (guna laksana), diharapkan dengan diadakannya penelitian 

ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Medan tentang 

bagaimana seharusnya laporan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah 

berjalan dengan efektif sesuai dengan teori yang ada. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

 Penelitian ini merupakan replika dari penelitian dari Gita Soraya, Rika, 

Cherrya “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah 

Sumatera Selatan. 

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Gita Soraya, Rika, 

Cherrya 

(2014) 

pengaruh Anggaran 

Berbasis Kinerja 

dan Sistem 

Pelaporan 

Keuangan terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja pada Badan 

Pertanahan Nasional 

Wilayah Sumatera 

Selatan 

Asosiatif Menggunakan 

variabel Anggaran 

Berbasis Kinerja 

dan sistem 

pelaporan sebagai 

variabel independen 
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Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja 

dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi 

Kasus Pada Dinas Kesehatan Kota Medan)”. Penelitian ini memiliki perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada : 

1. Wilayah Penelitian : 

Penelitian terdahulu di lakukan di Badan Pertanahan Nasional Wilayah 

Sumatera Selatan, sedangkan wilayah penelitian ini di lakukan di Sumatera 

Utara, di Dinas Kesehatan Kota Medan . 

2. Waktu Penelitian : 

Penelitian terdahulu di lakukan pada tahun 2014, sedangkan penelitian ini di 

lakukan pada tahun 2020. 

3. Instansi Penelitian : 

Penelitian Terdahulu berada di Instansi pusat, sedangkan penelitian ini berada 

di Instansi Daerah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1 Uraian Teoritis 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency theory. 

Stiglitz (1999) dalam Asmara (2010) menyatakan bahwa masalah keagenan terjadi 

pada semua organisasi, baik publik maupun pribadi. Karena menurut Bergman 

dan Lane (1990) dalam (Setiawan 2012) kerangka hubungan prinsipial agen 

merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen 

kebijakan publik. Hubungan keagenan di pemerintah melibatkan eksekutif, 

legislatif dan publik. Legislatif mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada 

eksekutif sebagai expert agent untuk melaksanakan suatu tindakan. Legislatif juga 

berposisi sebagai agen dari pemilih atau publik karena mereka adalah representasi 

dari publik yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tentang 

penggunaan dana-dana publik. Oleh karena itu publik merupakan prinsipal bagi 

eksekutif dan legislatif (Asmara 2010).  

Menurut teori keagenan masyarakat merupakan pihak prinsipal dan 

pemerintah merupakan agen. Pemerintah dapat saja melakukan kebijakan yang 

hanya menguntungkan dirinya dan mengorbankan kepentingan masyarakat tetapi 

dengan adanya teori keagenan diharapkan dapat mengurangi konflik yang dapat 

menyebabkan kesenjangan tersebut dengan cara masyarakat sebagai prinsipal 

melakukan monitoring atas apa yang dilakukan oleh agen (Girsang, 2015). 

Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam teori keagenan yaitu 

masyarakat bertindak sebagai prinsipal sedangkan pemerintah sebagai agen dapat 

mengakibatkan asimentri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak 
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informasi atau ilmu dalam mengenai pemerintah dan pengelolaan dana misalnya 

dalam APBN/APBD. Asimentri informasi tersebut akan mengakibatkan konflik 

antara kedua belah pihak. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat 

mengharapkan pemerintah dapat mengakomodasi semua keinginan masyarakat 

dalam penyelenggaraan publik dan bertindak sesuai dengan kepentingan 

masyarakat. Namun pemerintah dapat menyalahgunakan kepercayaan yang 

diberikan oleh masyarakat kepadanya. Penyalahgunaan yang dapat dilakukan 

pemerintah menurut Fadzil dan Nyoto (2011) dalam (Nurdin 2015) misalnya 

oportunistik dalam proses penganggaran yaitu memasukkan program yang 

berorientasi kepada publik tetapi sebenarnya masih mengandung kepentingan 

pemerintah itu sendiri dan pemerintah dapat mengalokasikan biaya kampanye 

mereka ke dalam anggaran demi untuk membuat pemerintah lebih kuat dalam 

posisi politik. 

Tindakan tersebut merupakan sedikit contoh tindakan pemerintah yang 

dapat membuat masyarakat krisis kepercayaan kepada pemerintah salah satu cara 

yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan 

masyarakat adalah dengan memperlibatkan hasil kinerjanya yang sudah tercapai 

(Nurdin, 2015). 

 

2.1.2 Teori Kongtigensi (Contigensi Theory) 

Teori kontingensi yang dikemukanakan oleh Fiedler’s (1964) ini 

menyatakan bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap 

situasi dimana mereka memimpin. Teori kontingensi menekan terhadap gaya 

kepemimpinan dan pemahaman situasi yang tepat oleh pemimpin. Teori 
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kontingnesi mengemukakan bahwa situasi dapat dikategorikan dengan tiga faktor; 

hubungan pemimpin bawahan, struktur kinerja dan kekuatan posisi. Hubungan 

pimpinan bawahan merujuk kepada atmosfer kelompok dan kepercayaan diri, 

kesetiaan dan interkasi mereka. Struktur kinerja lebih ditekankan kepada 

optimalisasi kinerja. 

Beberapa pertimbangan kerja dapat dikatakan terstruktur bila: 

1. Persyaratan kinerja/tugas itu harus jelas dan diketahui 

2. Pola penyelesaian kerja mempunyai banyak alternatif 

3. Penyelesaian kerja dapat diimplemetasikan dengan mudah 

4. Hanya beberapa solusi yang berlaku 

Kekuatan posisi adalah karakteristik ketiga yang merujuk kepada otoritas 

pemimpin untuk memberikan hadiah atau hukuman kepada bawahan. Kekuatan 

ini mencakup kekuatan legitimasi perorangan yang berujung kepada posisi mereka 

di organisasi. Secara umum, ketiga faktor situasional diatas menentukan berbagai 

situaisi dalam organisasi. Situasi yang paling tepat untuk kesesuaian gaya 

kepemimpinan adalah hubungan pimpinan bawahan yang baik, kerja terstruktur 

dan posisi pemimpin yang kuat. 

 

2.1.3 Definisi Akuntabilitas Kinerja 

1. Pengertian Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  

 Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan Peraturan 

Pemerintah nomor 7 tahun 1999, yang mengamanatkan setiap Instansi Pemerintah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme, dalam suatu laporan pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan 
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kinerja di dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP). Menurut Yusrianti dan Rika (2015), Laporan akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media akuntabilitas yang bisa dipakai atau 

digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab 

pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Rahmadan (2014) Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu laporan pertanggungjawaban 

untuk disusun oleh instansi pemerintah kepada publik dan penjabat berwenang 

yang merupakan suatu kebijakan untuk disusun oleh instansi pemerintah. 

Keputusan Kepala LAN No.239/XI/6/8/2003 tentang penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa 

akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu 

instasni pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

Berdasarkan uraian mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi pemrintah 

ialah suatu laporan pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan kinerja dalam 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai sasaram dan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. 

2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Dalam penerapan akuntabilitas kinerja instasni pemerintah perlu diperhatikan 

prinsip-prinsip yang telah menjadi pedoman dalam penyelenggaran pemerintah 

daerah, seperti dikutip LAN dan BPKP yaitu sebagai berikut : 
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a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf intansi untuk 

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber 

daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. 

d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi seta hasil dan manfaat 

yang diperoleh. 

e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen intansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan 

teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 

Selain prinsip-prinsip tersebut, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah lebih efektif, haruslah diperlukan komitmen yang kuat 

dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab di bidang 

pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Berkenan dengan ruang lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

yang dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah sebagai bahan 

pertanggungjawabannya kepada presiden, adalah semua kegiatan instansi 

pemerintah yang memberi konstribusi bagi pencapaian visi dan misinya. Kegiatan 

yang menjadi perhatian utama mencakup : 

a. Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah. 

b. Program kerja yang menjadi isu nasional. 
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c. Aktivitas yang dominan dan vitas bagi pencapaian visi dan misi intansi 

pemerintah. 

3.  Manfaat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

  Pemberlakuan AKIP ini juga tidak lepas dari nilai kemanfaatan yang di 

harapkan, antara lain : 

a. Mempertajam penetapan prioritas program-program pembangunan 

nasional dan daerah. 

b. Meminimalisasi duplikasi pembiayaan kegiatan rutin dan pembangunan 

sekaligus dapat meningkatkan kinerja secara teratur dan berkelanjutan. 

c. Tersedianya mekanisme pencatatan pemanfaatan sumber daya nasional 

dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan nasional dan daerah 

yang lebih akurat. 

d. Mempercepat dan meningkatkan keakurasian dalam penyusunan revisi, 

perhitungan APBN sesuai dengan amanat UU keuangan Negara. 

e. Mencegah penggunaan dana APBN/APBD untuk kegiatan yang tidak 

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

f. Tersedianya sarana dan metode kerja baru dalam pengendalian sistem 

manajemen (built in control system) yang lebih handal. 

g. Dapat mengurangi jenis dan jumlah laporan yang harus disiapkan pejabat 

di setiap instansi pemerintah, sehingga waktu kerja pemimpin dapat 

difokuskan untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

4.  Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, 

instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap 
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sebagai berikut:  

1. Penetapan perencanaan strategi 

2. Pengukuran kinerja.  

3. Pelaporan kinerja.  

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara 

berkesinambungan.  

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

Sumber : Pusdiklatwas BPKP 

Gambar 2.1 

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada 

gambar di atas, dimulai dari penyusunan perencanaan strategik (Renstra) yang 

meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang 

akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan 

stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat 

setiap tahun. Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang 

ingin dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang 

bersangkutan serta strategi untuk mencapainya.  

Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam 

penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. 

Perencanaan 

Strategis 

Pengukuran 

Kinerja 
 

Pemanfaatan 

Informasi Kinerja 
 

Pelaporan 

Kinerja 
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Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. 

Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data 

kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam 

satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan 

untuk pengukuran Perencanaan Strategis Pengukuran Kinerja Pemanfaatan 

Informasi Kinerja Pelaporan Kinerja kinerja, maka instansi pemerintah perlu 

mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan 

metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja 

tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam 

bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap 

terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi 

perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan. 

 

2.1.4 Definisi Anggaran Berbasis Kinerja 

 1. Definisi Anggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran berbasis kinerja (Performance Budgeting) adalah “sistem 

penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat 

dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi”. Performance budgeting 

mengalokasikan sumber daya ke program bukan ke unit organisasi semata dan 

memakai pengukuran output (output measurement) sebagai indicator kinerja 

organisasi. Dengan kata lain performance budgeting adalah teknik penyusunan 

anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (work load) dan baiaya unit (unit 

cost) dari setiap kegiatan yang terstruktur yang diawali dengan pencapaian tujuan, 

program dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat 

manajemen (Bastian, 2010: 202). 
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 Menurut Halim dan Kusufi (2014 : 55) [5] Anggaran berbasis kinerja 

merupakan teknik penganggaran dalam sektor publik yang disusun untuk 

mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, 

khususnya kelemahan yang disebabkan oleh adanya tolak ukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

pelayanan publik. Anggaran pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep 

value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga 

mengutamakan mekanisme penentuan yang pembuatan prioritas tujuan serta 

pendekatan yang sistematis dan rasional dalam pengambilan keputusan. Unsur-

unsur pokok anggaran berbasis kinerja yang harus dipahami menurut Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008 : 14-19) [2] unsur-unsur 

anggaran berbasis kinerja yaitu Pengukuran kinerja, Penghargaan dan Hukuman, 

Kontrak Kinerja, Kontrol Eksternal dan Internal, serta Pertanggungjawaban 

Manajemen. 

Sedangkan menurut Indra (2010: 202) mengemukakan anggaran berbasis 

kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi  

yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategik organisasi. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat 

disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah  anggaran yang berorientasi 

pada output organisasi yang berkaitan erat dengan visi, misi dalam 

mengalokasikan sumber daya ke program dengan menekankan konsep value for 

money. 
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Menurut Mardiasmo (2011:70) menjelaskan siklus anggaran sektor publik 

melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap persiapan anggaran Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran 

pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang didasari oleh 

visi, misi, dan tujuan organisasi. Terkait dengan hal tersebut, perlu diperhatikan 

bahwa sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu 

dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.  

b. Tahap ratifikasi Dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai 

kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas 

segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.  

c. Tahap pelaksanaan anggaran Dalam tahap ini yang paling penting adalah 

dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. 

Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan 

sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan 

pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk 

tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.  

d. Tahap pelaporan dan evaluasi Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan 

aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem 

akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan 

tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemukan banyak masalah. 
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Tahap- Tahap siklus Anggaran : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Tahapan Siklus Anggaran 

  

2. Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Bastian (2010: 208) Secara umum, tujuan anggaran berbasis kinerja 

adalah : 

a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan 

Bottom up). 

b. Untuk mengukur kinerja financial dan non-finansial secara berimbang 

sehingga dapat diterlusur perkembangan pencapaian strategi. 

c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level 

menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal 

congruence. 

d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan 

individual dan kemampuan kolektif yang rasional. 

 

3. Keunggulan Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Bastian (2010: 209) Keunggulan Anggaran Berbasis Kinerja, 

TAHAP PERSIAPAN 

(Preparation) 

TAHAP RATIFIKASI 

(Ratification) 

TAHAP IMPELENTASI 

(Implementasi) 

TAHAP PELAPORAN 

(Reporting) 

TAHAP EVALUASI 

(Evaluation) 
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meliputi : 

a. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam mengambil 

keputusan. 

b. Merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja melalui proses 

pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual. 

c. Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan 

keputusan. 

d. Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan pada 

efisiensi unit kerja. 

e. Menghindarkan pemborosan. 

4. Prinsip - Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja  

Abdul (2007: 178) Prinsip-prinsip anggaran berbasis kineija antara lain:  

a.  Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran  

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai 

tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari 

suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat 

memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses 

anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, 

temtama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.  

b.  Disiplin Anggaran  

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional yang dapat dicapai imtuk setiap sumber pendapatan. 

Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal 

merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran 
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pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan 

melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia 

anggarannya.  

c. Keadilan Anggaran  

Pemerintah pusat atau daerah wajib mengalokasikan penggunaan 

anggarannya secara adil tanpa diskriminasi agar dapat dinikmati 

oleh seluruh kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan.  

d.  Efisiensi dan Efektifitas Anggaran  

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas 

efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya 

dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus 

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan 

peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal.  

e.  Disusun dengan Pendekatan Kinerja  

Anggaran yang disusum dengan pendekatan kinerja mengutamakan 

upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan 

alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus 

sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah 

ditetapkan. 

 

2.1.5  Sistem Pelaporan 

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, 

menyusun,dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodik dan 
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melembaga. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntanbilitas kinerja. 

Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan 

melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus 

dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan 

representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian 

kinerja intansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan 

proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan kinerja oleh 

instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). 

Menurut (Paramitha dan Gayatri, 2016), mengemukakan sistem pelaporan 

yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer 

dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Menurut (Yuniarti, 

2015), mengemukakan sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk 

merepresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang 

perlu dipertanggungjawabkan.  

Paramitha dan Gayatri (2016), Pemerintah berkewajiban untuk 

memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan di gunakan 

untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat 

pertanggungjawaban. Dalam laporan harus ditunjukan hasil kerja pusat 

pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui 

penyimpangan terhadap anggaran. Menurut Arifin W (2012), Laporan yang baik 

adalah laporan yang disusun secara jujur, obyektif, dan transparan. 
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2.2 Peneliti Sebelumnya 

Penelitian terdahulu dibuat untuk membandingkan hasil peneliti yang 

dilakukan sebelumnya sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan. 

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang salah satu variabelnya sama 

dengan variabel penelitian yang akan dilakukan sebagai acuan dari peneliti ini 

dikemukakan hasil-hasil penelitian yang di laksanakan sebelumnya yaitu : 

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

No Nama/Tahun Judul 

Penelitian 

Variabel Model 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Laura 

Wahdatul, 

Sri Rahayu, 

Vaya Juliana 

(2016) 

Pengaruh  

Anggaran 

Berbasis 

Kinerja dan 

Sistem 

Pelaporan 

Keuangan 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

Kabupaten 

Bandung 

X1 = Anggaran 

Berbasis 

Kinerja  

X2 = Sistem 

Pelaporan 

Keuangan      

Y = 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

Deskriptif hasil pengolahan 

data, dapat diketahui 

bahwa Anggaran 

Berbasis Kinerja dan 

Sistem Pelaporan 

Keuangan secara 

simultan maupun 

parsial berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Kabupaten Bandung. 

2 Ana Muchlisa 

Rezeqiah 

(2017) 

Pengaruh  

Anggaran 

Berbasis 

Kinerja 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

(Studi Kasus 

pada Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Provinsi 

Sumatera 

Selatan 

X1 = Anggaran 

Berbasis 

Kinerja 

Y = 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

Daerah 

Asosiatif Hasil menunjukkan 

bahwa anggaran 

berbasis kinerja 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

akuntabilitas kmerja 

instansi pemerintah. 

3 Wahyuni,  

Raja adri 

satriawan 

surya, Enni 

Savitri   

Pengaruh 

kejelasan 

sasaran 

anggaran, 

pengendalian 

X1 = kejelasan 

sasaran 

anggaran      

X2 = 

pengendalian 

Deskriftif Kejelasan sasaran 

anggaran dan sistem 

pelaporan secara 

parsial berpengaruh 

terhadap akuntabilitas 
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(2013) akuntansi dan 

sistem 

pelaporan 

terhadap 

akuntabilitas 

kinerja 

instansi 

pemerintah 

(studi pada 

satuan kerja 

perangkat 

daerah 

kabupaten 

rokan hulu) 

akuntansAngg

aran             

X3 = Sistem 

Pelaporan      

Y = 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Pemerintahan 

kinerja instansi 

pemerintah 

Pengendalian 

akuntansi tidak 

berpengaruh secara 

parsial terhadap 

akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

4 Seto Wibisono 

(2016) 

Pengaruh 

Penerapan 

Anggaran 

Berbasis 

Kinerja 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

X1 = Anggaran 

Berbasis 

Kinerja            

Y= 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

Deskriptif Perencanaan 

anggaran, 

implementasi 

anggaran, dan  

pertanggungjawaban 

anggaran 

berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah 

 

5 Haspiarti 

(2012) 

Pengaruh 

penerapan 

anggaran 

berbasis 

kinerja 
Terhadap 

Akuntanbilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah  

X1 = anggaran 

berbasis 

kinerja  

Y = 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah  

Deskriptif Penerapan anggaran 

berbasis kinerja 

berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah 

 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

 Menurut Sugiyono (2013), kerangka konseptual merupakan dasar teori 

yang menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel variabel penelitian 

tentang bagaimana peraturan-peraturan teori yang berhubungan dengan variabel-

variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga variabel yaitu dua variabel bebas 

Sumber: Data Peneliti, 2020 
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dan satu variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan yaitu, Anggaran Berbasis 

Kinerja (X1) dan Sistem Pelaporan (X2). Sedangkan variabel terikat yang 

digunakan yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). 

 Pada uraian atau teori-teori dari latar belakang masalah diatas maka 

berikut kerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan yaitu : 

1. Hubungan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  

Indra (2010: 202) anggaran berbasis kinerja mempakan sistem 

penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan 

sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategik organisasi. Menumt 

Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 dalam sistem AKIP 

berkaitan dengan pengukuran kinerja yang memuat anggaran berbasis 

kinerja untuk mengetahui hasil capaian program dengan visi dan misi 

instansi pemerintah.  

Pernyataan ini juga sejalan dengan penelitian Komang (2014) jika suatu 

organisasi menerapkan anggaran berbasis kinerja yang kurang memadai, 

maka akan menimbulkan hambatan dan akhimya informasi akuntansi 

kualitasnya memburuk yang akan mempengaruhi ketepatan pengambilan 

keputusan. Dengan kurang memadainya penerapan anggaran berbasis 

kinerja, hal tersebut dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah yang kurang baik. 

2. Hubungan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Sistem Pelaporan digunakan untuk memantau hasil kerja pusat 
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pertanggungjawaban. Laporan harus menunjukkan hasil kerja pusat 

pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui 

penyimpangan terhadap anggaran. Sistem pelaporan yang baik mempunyai 

andil besar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Laporan yang sibuat secara jujur, obyektif, transparan, relevan, tepat 

waktu dan konsisten merupakan feedback bagi pemakai untuk dijadikan 

bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan yang 

disusun dengan baik, secara tidak langsung akan sangat berpengaruh 

terhadap presepsi aparat pemerintah daerah. 

Penelitian yang dilakukan Yaacob & Nahar (2011), Anjarwati (2012), 

Herawati (2012), serta Herdjiono (2015) yang menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pelaporan terhadap 

akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3. 

Independen      Dependen 

  

 

 

 

    Sumber: Data Peneliti, 2020 

Gambar 2.3 

Kerangka Konseptual 
 

2.4 Hipotesis  

 Menurut Sugiyono (2013), hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah pebelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang 

Anggaran Berbasis Kinerja 

(X1) 

Sistem Pelaporan 

(X2) 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

(Y) 
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diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka 

pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis dapat membuat hipotesis penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan 

Kota Medan. 

2. Terhadap pengaruh positif Sistem Pelaporan secara parsial terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota 

Medan. 

3. Terdapat pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan 

secara simultan pada Dinas Kesehatan Kota Medan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono 

(2016), Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan 

untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

1.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Medan yang berada di 

Jl. Rotan, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 

20111. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai Agustus 2020 sampai dengan 

selesai. Tabel skedul proses penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1.    

Tabel 3.1 Schedule Proses Penelitian 
No  Jenis Kegiatan Agst’20 Sep’20 Okt’20 Nov’20 Des’20 Jan’21    Feb’21 Mar’21 

1 Riset 

awal/Pengajuan 

judul 

                     

2 Penyusunan 

proposal 

                     

3 Perbaikan/acc 

proposal 

                     

4 Seminar proposal                      

5 Pengolahan data                      

6 Penyusunan skripsi                      

7 Bimbingan Skripsi                      

8 Sidang                       

Sumber :Diolah penulis, 2020 
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel 

terikat yaitu : 

a. Variabel Independen (Variabel Bebas) adalah variabel yang 

mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel 

terikat (Sugiyono,2016) . Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian 

ini ada dua variabel yaitu adalah Anggaran Berbasis Kinerja (X1) dan 

Sistem Pelaporan (X2). 

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2016) . 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Y). 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur 

secara operasional di lapangan serta bertujuan untuk melihat sejauh mana 

pengaruh variabel dari suatu faktor lainnya. Defenisi operasional sebaiknya 

berasal dari konsep dan teori definisi atau gabungan keduanya yang ada di 

lapangan.  

Adapun definisi operasional penelitian ini adalah : 
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Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Deskripsi Indikator Skala 

 Anggaran 

Berbasis 

Kinerja 

(X1) 

Anggaran Berbasis 

Kinerja adalah sistem 

penganggaran yang 

berorientasi pada output 

organisasi yang berkaitan 

sangat erat dengan visi 

dan misi serta 

perencanaan strategis 

organisas Menurut 

Bastian (2006: 171) 

1. Pengukuran 

Kinerja  

2. Penghargaan dan 

Hukuman 

(Reward and 

Punishment) 

3. Kontrak Kinerja 

4. Kontrol Eksternal 

dan Internal 

5. Pertanggungjawa

ban Manajemen 

  Likert 

2 Sistem 

Pelaporan  

(X2) 

Sistem Pelaporan 

merupakan laporan yang 

menggambarkan sistem 

pertanggungjawaban dari 

bawahan (pimpinan unit 

anggaran) kepada atasan 

(kepala bagian anggaran). 

Sistem pelaporan yang 

baik diperlukan agar 

dapat memantau dan 

mengendalikan kinerja 

manajerial dalam 

mengimplementasikan 

anggaran yang telah 

ditetapkan. (Abdullah 

2005 dalam Wahyuni 

2013) 

1. Laporan 

Keuangan yang 

dibuat sesuai 

dengan SAP.   

2. Menerbitkan 

laporan keuangan 

Pemda dan 

laporan 

Perusahaa 

 

Likert 

3 Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

(AKIP) 

(X3) 

Dalam Konteks 

organisasi pemerintah, 

Akuntanbilitas publik 

adalah pemberian 

informasi atas aktivitas 

dan kinerja pemerintah 

kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

(Mardiasmo, 2009) 

1. Penetapan 

Perencanaan  

2. Pengukuran 

Kinerja 

3. Pelaporan 

Kinerja 

4. Pemanfaatan 

Informasi Kinerja 

bagi Perbaikan 

Kinerja secara 

Berkesinambung

an 

 

 

Likert 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2016), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
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Populasi dari penelitian ini adalah pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2016), sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut, yang diambil sebagai sumber data untuk 

mewakili seluruh populasi. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah 

dengan metode random sampling. Adapun responden dalam penelitian ini para 

pegawai yang melaksanakan Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan  

Akuntansi di Dinas Kesehatan Kota Medan. Sehingga jumlah sampel pada 

penelitian ini sebanyak 33 orang. 

 

3.5 Jenis dan Sumber data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer diperoleh melalui pemberian angket atau kuisoner kepada pegawai yang 

melaksanakan Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan Akuntansi di 

Dinas Kesehatan Kota Medan. 

3.6 Teknik Pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan angket (kuisoner). Menurut Sugiyono (2016) Angket 

(kuisoner) merupakan teknik pengumpulan data dimana responden mengisi 

pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap dikembalikan 

kepada peneliti. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert. 

Menurut Sugiyono (2016), skala likert adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Skala likert terdiri 5 (lima) angka yakni mulai angka 5 untuk 

pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS).  
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Perinciannya adalah : 

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 

Angka 3 = Netral (N) 

Angka 4 = Setuju (S) 

Angka 5 = Sangat Setuju (SS) 

3.7 Teknik Analisis Data 

Untuk mendeskripsikan hasil dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode deskriptif dan dalam mengolah data penelitian dilakukan beberapa 

pengujian seperti uji kualitas data dan uji asumsi klasik serta menggunakan 

program pengolahan data statistik yaitu program SPSS Versi 16. 

1.  Pengujian Kualitas Data 

a. Uji Validitas  

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner dan suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan  diukur oleh kuesioner 

tersebut, Menurut Ghozali (2013).  

Untuk itu dapat dikemukakan bahwa validitas adalah ukuran yang 

menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur maupun mengukur apa 

yangdiukur. 

Menurut Ghozali (2013) “Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai 𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 dengan 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥, dengan membandingkan nilai 

𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 dari hasil output  (Corrected  Item Total Correlation) dengan 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥. Total 

correlation dengan kreteria sebagai  berikut: jika 𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠> 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 dan nilainya 

positif, maka butir pertanyaan tersebut adalah valid, tetapi  jika  𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠< 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 
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maka  butir pertanyaan tersebut tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2013) Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk”. 

Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu 

tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat 

dipercaya atau diandalkan.Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu, Menurut Ghozali (2013). Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika α 

> 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika α < 0,60. 

2. Uji Asumsi Data/Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui kelayakan model regresi berganda , maka akan 

dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak .  

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu : 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model ini 

regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai 

distribusi data yang normal atau mendekati normal, Menurut Ghozali (2013). Uji 

normalitas dilakukan dengan metode kolmograv smirnov, dengan melihat nilai 

signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka data 

berdistribusi normal dan jika nilai signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka data 

tidak berdistribusi normal. Selain menggunakan metode kolmograv smirnov, 

untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini dapat menggunakan grafik 

histogram dan probability plot.  

Menurut Ghozali (2011) grafik histogram digunakan untuk 



34 

 

membandingkan antara data dan observasi dengan distribusi yang mendekati 

distribusi normal, data dikatakan berdistribusi normal, apabila grafik histogram 

memiliki garis berbentuk lonceng yang berkesinambungan. Kemudian probability 

plot digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dan distribusi normal, data dikatakan 

berdistribusi normal, apabila titik-titik data menyebar berada disekitar garis 

diagonal . 

b. Uji Multikolineritas 

Menurut Ghozali (2013), “Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji 

multikolonieritas menyatakan hubungan antara sesama variabel independen. 

Asumsi multikolineritas menyatakan hubungan antara sesama variabel 

independen. Asumsi multikolonieritas menyatakan bahwa variabel independen 

harus terbebas dari gejala multikolonieritas, salah satu langkah untuk 

memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi. 

Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Menurut Ghozali (2013), “Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan 2 cara 

yaitu (1) nilai Tolerance dan (2) VIF (Variance Inflation Factors). Jika, nilai 

tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10 maka terjadi gejala multikolonieritas dan jika 

nilai tolerance >0,10 dan nilai VIF <10 maka tidak terjadi gejala 

multikolonieritas”. 

c. Uji Heteroskedasitas 

“Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain”, Menurut Ghozali (2013), dapat dikatakan data 

berdistribusi normal apabila data menyebar secara acak dan tidak membentuk 
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suatu pola atau garis tertentu. Deteksi dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada gambar scatterplot. 

 

d. Analisis Regresi Linear Berganda 

Pengujian hipotesis dalm penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda (Multiple Linear Regression). Untuk membuktikan hipotesis digunakan 

alat uji statistik regresi linier berganda, model yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

Y =  a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan : 

Y   : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

a   : Konstanta 

b1   : Koefisien Regresi Variabel Anggaran Berbasis Kinerja 

X1   : Anggaran Berbasis Kinerja 

b2   : Koefisien Regresi Variabel Sistem Pelaporan 

e   : Error 

 

3. Pengujian Hipotesis  

a. Uji Signifikan Parsial ( Uji t ) 

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. “Uji 

statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen”, Menurut Ghozali (2013). Uji ini dilakukan dengan membandingkan 

signifikansi t-hitung dengan ketentuan:  

1. Jika, 𝑠𝑖𝑔 > 𝜎 0.05, maka 𝐻𝑂 ditolak, dan  

2. Jika, 𝑠𝑖𝑔 < 𝜎 0.05, maka 𝐻𝑂 diterima.  

 

b. Uji Signifikan Simultan ( Uji F ) 

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan F-test.“Uji statistik 
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F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau terikat”, Menurut Ghozali (2013). Uji ini dilakukan 

dengan membandingkan signifikansi Fhitung dengan ketentuan: 

1. Jika 𝑠𝑖𝑔 <  𝜎 0.05, maka 𝐻1 ditolak, dan                     

2.  Jika 𝑠𝑖𝑔 > σ 0.05, maka 𝐻1 diterima. 

4. Koefisien Determinasi  

Menurut Ghozali (2013) “menyatakan Uji koefisien determinasi bertujuan 

untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel 

terikat yang dilihat melalui adjusted. Adjusted ini digunakan karena variabel bebas 

dalam penelitian ini lebih dari dua. Nilainya terletak antara 0 dan 1. Jika hasil 

yang diperoleh > 0,5, maka model yang digunakan dianggap cukup handal dalam 

membuat estimasi. Semakin besar angka Adjusted maka semakin baik model yang 

digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Jika Adjusted semakin kecil berarti semakin lemah model tersebut untuk 

menjelaskan variabilitas dari variabel terikatnya. 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi 

atau pengaruh variabel independen (Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem 

Pelaporan) terhadap variabel dependen (Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah) yaitu dengan mengkuadratkan koefisien korelasi . 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam 

bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas 

Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian urusan rumah tangga 

daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya usaha kesejahteraan 

masyarakat di bidang Kesehatan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

  Kantor Dinas Kesehatan Kota Medan atau yang biasa disingkat DKK 

Medan terletak di Jalan Rotan No. 1 Komplek Petisah Medan. Dinas ini 

membawahi 39 Puskesmas Induk (13 Puskesmas Rawat Inap dan 26 Puskesmas 

Rawat Jalan) dan 41 Puskesmas Pembantu (Pustu) yang terletak di 21 Kecamatan 

se Kota Medan. Disamping itu DKK Medan mempunyai Unit Pelayanan Teknis 

(UPT) yaitu Gudang Farmasi yang terletak di Pekan Labuhan Kecamatan Medan 

Labuhan, Laboraturium Kesehatan Lingkungan yang terletak di Jalan Ibus Raya 

dan Klinik Spesialis Bestari yang juga terletak di Jalan Ibus Raya Medan.  

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Medan : 

1. Visi Dinas Kesehatan Kota Medan  

Visi Dinas Kesehatan Kota Medan yaitu “Menjadi Kota Yang Sehat 

Dalam Kemandirian  Dan Humanis”.
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2. Misi Dinas Kesehatan Kota Medan : 

a. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang paripurna, merata dan 

bermutu. 

b. Menumbuhkembangkan kemandirian dan partisipasi masyarakat 

melalui pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pembangunan 

kesehatan. 

c. Melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan dan penyehatan 

lingkungan. 

d. Meningkatkan manajemen dan informasi kesehatan yang akuntabel, 

transparan, berdaya guna dan berhasil guna. 

3. Fungsi Dinas Kesehatan yaitu : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan upaya-upaya pembangunan 

kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber 

daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya; 

b. penyelenggaraan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan di 

bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian 

penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya 

kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya; 

c. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan upaya- upaya 

pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang 

pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan 

dan bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya; 
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d. penyelenggaraan administrasi upaya-upaya pembangunan kesehatan 

di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian 

penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya 

kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya; 

e. penyelenggaraan fun/gsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

4. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Medan 

 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi  
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4.1.2 Gambaran Umum Responden 

4.1.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden 

 Deskripsi Karakteristik responden penelitian ini adalah pegawai pada 

Dinas Kesehatan Kota Medan dan Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diambil lansung dari kuisoner yang dibagikan kepada responden berjumlah 33 

responden pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Pengumpulan data dilakukan pada 

tanggal 22 Desember 2020. 

 Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisoner kepada Dinas 

Kesehatan Kota Medan. Seluruh kuisoner berjumlah 33 yang di bagikan kepada 

responden. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian. 

Pada tabel 4.1 diuraikan mengenai tingkat pengambilan kuisoner. 

Tabel 4.1 Tingkat Pengambilan Kuisoner 

Sumber : Diolah Penulis (2020) 

 Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik responden terdiri dari jenis 

kelamin, umur, pendidikan terakhir, masa kerja, jabatan, golongan, dan 

pengalaman diklat. 

Tabel 4.2 Jenis kelamin Responden 

No Umur Frekuensi Presentasi (%) 

1 20-29 Tahun 8 24,2% 

2 30-39 Tahun 25 75,8% 

  Jumlah 33 100,0% 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

No Dinas Sebar 

Kembali Tidak 

Kembali 

Total 

Baik Rusak 

1 

Dinas 

Kesehatan 

33 33 0 0 33 
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  Berdasarkan tabel 4.2 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan 

jenis kelamin responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden berjenis 

kelamin perempuan, hal ini dapat dilihat bahwa ada 25 responden berjenis 

kelamin perempuan atau 75,8%, sedangkan responden berjenis kelamin laki laki 

adalah 8 responden atau 24,2%. 

Tabel 4.3 Umur Responden 

No Umur Frekuensi Presentasi (%) 

1 20-29 Tahun  0  0 

2 30-39 Tahun 18 54,5% 

3 40-49 Tahun 12 36,4% 

4 50-59 Tahun 3 9,1% 

  Jumlah 33 100,0 % 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan umur 

responden dalam penelitian ini didomini oleh responden dengan umur 30-39 tahun 

yaitu 18 responden atau 54,5%, umur 40-49 tahun 12 responden atau 36,4%, dan 

responden terkecil dengan umur 50-59 tahun yaitu 3 responden atau 9,1%. 

 

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden 

No 
Pendidikan 

Terakhir 
Frekuensi Presentasi (%) 

1 SMA 2 6,1% 

2 SMK 0 0 

3 Diploma 4 12,1% 

4 S1 21 63,6% 

5 S2 5 15,2% 

6 S3 1 3,0% 

  Jumlah 33 100,0 % 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 
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Berdasarkan tabel 4.4 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan 

pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden 

dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1) yaitu 21 responden atau 63,6%, dengan 

pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2) yaitu 5 responden atau 15,2%, pendidikan 

terakhir Diploma yaitu 4 responden atau 12,1%, pendidikan terakhir SMA yaitu 2 

responden atau 6,1%, dan pendidikan terakhir Doktor (S3) yaitu 1 responden atau 

3,0%. 

 Tabel 4.5 Masa Kerja Responden 

No Masa Kerja Frekuensi Presentasi (%) 

1 <5 Tahun 0 0 

2 5 s/d 10 Tahun 11 33,3% 

3 >10 Tahun 22 66,7% 

  Jumlah 33 100,0 % 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

Berdasrkan tabel 4.5 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan masa 

kerja responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan masa 

kerja lebih dari 10 tahun yaitu 22 responden atau 66,7%, dan masa kerja 5 s/d 10 

Tahun yaitu 11 responden atau 33,3%. 

Tabel 4.6 Jabatan Responden 

No Jabatan Frekuensi Presentasi (%) 

1 Kasubag 2 6,1% 

2 staff Keuangan 12 36,4% 

3 staff Program 10 30,3% 

4 Staff Aset 9 27,3% 

  Jumlah 33 100,0 % 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan 

jabatan responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan jabatan 
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Staff  Keuangan yaitu 12 responden atau 36,4%, jabatan Staff Program yaitu 10 

responden atau 30,3%, jabatan Staff Aset yaitu 9 responden atau 27,3%, dan 

jabatan Kasubag keuangan yaitu 2 responden atau 6,1%. 

 

Tabel 4.7 Golongan Responden 

No Jabatan Frekuensi Presentasi (%) 

1 Golongan IV 0 0 

2 Golongan III 28 84,8% 

3 Golongan II 4 12,1% 

4 Lainnya 1 3,0% 

  Jumlah 30 100,0 % 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

 Berdasarkan tabe 4.7 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan 

jabatan responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan 

golongan III yaitu 28 responden atau 84,8%, golongan II yaitu 4 responden atau 

12,1%, dan lainnya yaitu 1responden atau 3,0%. 

Tabel 4.8 Pengalaman Diklat 

No Jabatan Frekuensi Presentasi (%) 

1 0-5 Kali 22 66,7% 

2 5-10 Kali 7 21,2% 

3 >10 Kali 4 12,1% 

4 Lainnya 0 0 

  Jumlah 33 100,0 % 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan 

pengalaman diklat responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden 

dengan pengalaman diklat 0 s/d 5 kali yaitu 22 responden atau 66,7%, 
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pengalaman diklat 5 s/d 10 kali yaitu 7 responden atau 21,2%, dan pengalaman 

diklat lebih dari 10 kali yaitu 4 responden atau 12,1%. 

 

 

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

 Penelitian ini memiliki 3 buah variabel yang terdiri dari dua variabel bebas 

yaitu Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan, dan memiliki satu 

variabel terikat yaitu Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam 

penyebaran kuisoner, masing-masing memiliki 6 butir pernyataan X1, 5 butir 

pernyataan X2 dan 6 butir pernyataan di variabel Y, yang akan diisi oelh 33 

responden. Skala yang digunakan pada penelitian ini ialah skala likert.  

a. Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1) 

Tabel 4.9 Penilaian Responden Terhadap Variabel X1 

Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Total 

 
F % F % F % F % F % F % 

P1 5 15,2 25 75,8 3 9,1 0 0 0 0 33 100 

P2 3 9,1 23 69,7 7 21,2 0 0 0 0 33 100 

P3 5 15,2 21 63,6 5 15,2 2 6,1 0 0 33 100 

P4 4 12,1 23 69,7 6 18,2 0 0 0 0 33 100 

P5 4 12,1 23 69,7 6 18,2 0 0 0 0 33 100 

P6 2 6,1 22 66,7 7 21,2 2 6,1 0 0 33 100 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

     Berdasarkan tabel 4.9 diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Dari 33 responden sebanyak 5 responden (15,2%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 1, sebanyak 25 responden (75,8%) menyatakan 
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setuju pada pernyataan 1, dan sebanyak 3 responden (9,1%) 

menyatakan netral pada pernyataan 1. 

2) Dari 33 responden sebanyak 3 responden (9,1%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 2, sebanyak 23 responden (69,7%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 2, sebanyak 7 responden (21,2%) menyatakan 

netral pada pernyataan 2. 

3) Dari 33 responden sebanyak 5 responden (15,2%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 3, sebanyak 21 responden (63,6%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 3, sebanyak 5 responden (15,2%) menyatakan 

netral pada pernyataan 3, dan sebanyak 2 responden ( 6,1%) 

menyatakan tidak setuju pada pernyataan 3. 

4) Dari 33 responden sebanyak 4 responden (12,1%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 4, sebanyak 23 responden (69,7%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 4, sebanyak 6 responden (18,2%) menyatakan 

netral pada pernyataan 4. 

5) Dari 33 responden sebanyak 4 responden (12,1%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 5, sebanyak 23 responden (69,7%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 5, dan sebanyak 6 responden (18,2%)  

menyatakan netral pada pernyataan 5. 

6) Dari 33 responden sebanyak 2 responden (6,1%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 6, sebanyak 22 responden (66,7%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 6, sebanyak 7 responden (21,2%) menyatakan 

netral pada pernyataan 6, dan sebanyak 2 responden (6,1%) 

menyatakan tidak setuju pada pernyataan 6. 
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b. Variabel Sistem Pelaporan (X2) 

  Tabel 4.10 Penilaian Responden Terhadap Variabel X2 

Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Total 

 
F % F % F % F % F % F % 

P1 7 21,2 20 60,6 5 15,2 1 3,0 0 0 33 100 

P2 6 18,2 19 57,6 8 24,2 0 0 0 0 33 100 

P3 9 27,3 15 45,5 8 24,2 1 3,0 0 0 33 100 

P4 13 39,4 12 36,4 8 24,2 0 0 0 0 33 100 

P5 3 9,1 23 69,7 7 21,2 0 0 0 0 33 100 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Dari 33 responden sebanyak 7 responden (21,2%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 1, sebanyak 20 responden (60,6%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 1, sebanyak 5 responden (15,2%) menyatakan 

netral pada pernyataan 1, dan sebanyak 1 responden (3,0%) 

menyatakan tidak setuju pada pernyataan 1. 

2) Dari 33 responden sebanyak 6 responden (18,2%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 2, sebanyak 19 responden (57,6%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 2, sebanyak 8 responden (24,2%) menyatakan 

netral pada pernyataan 2. 

3) Dari 33 responden sebanyak 9 responden (27,3%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 3, sebanyak 15 responden (45,5%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 3, sebanyak 8 responden (24,2%) menyatakan 

netral pada pernyataan 3, dan sebanyak 1 responden ( 3,0%) 

menyatakan tidak setuju pada pernyataan 3. 
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4) Dari 33 responden sebanyak 13 responden (39,4%) menyatakan 

sangat setuju pada pernyataan 4, sebanyak 12 responden (36,4%) 

menyatakan setuju pada pernyataan 4, sebanyak 8 responden (24,2%) 

menyatakan netral pada pernyataan 4. 

5) Dari 33 responden sebanyak 3 responden (9,1%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 5, sebanyak 23 responden (69,7%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 5, dan sebanyak 7 responden (21,2%) 

menyatakan netral pada pernyataan 5. 

 

c. Variabel Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 

Tabel 4.11 Penilaian Responden Terhadap Variabel Y 

Pernyataan Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju 
Sangat Tidak 

Setuju 
Total 

 
F % F % F % F % F % F % 

P1 3 9,1 23 69,7 6 18,2 1 3,0 0 0 33 100 

P2 3 9,1 26 78,8 4 12,1 0 0 0 0 33 100 

P3 5 15,2 22 66,7 6 18,2 0 0 0 0 33 100 

P4 2 6,1 25 75,8 5 15,2 1 3,0 0 0 33 100 

P5 4 12,1 23 69,7 6 18,2 0 0 0 0 33 100 

P6 6 18,2 19 57,6 8 24,2 0 0 0 0 33 100 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Dari 33 responden sebanyak 3 responden (9,1%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 1, sebanyak 23 responden (69,7%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 1,sebanyak 6 responden (18,2%) menyatakan 

netral pada pernyataan 1, dan sebanyak 1 responden (3,0%) 

menyatakan tidak setuju pada pernyataan 1. 
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2) Dari 33 responden sebanyak 3 responden (9,1%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 2, sebanyak 26 responden (78,8%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 2, sebanyak 4 responden (12,1%) menyatakan 

netral pada pernyataan 2. 

3) Dari 33 responden sebanyak 5 responden (15,2%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 3, sebanyak 22 responden (66,7%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 3, dan sebanyak 6 responden (18,2%) 

menyatakan netral pada pernyataan 3. 

4) Dari 33 responden sebanyak 2 responden (6,1%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 4, sebanyak 25 responden (75,8%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 4, sebanyak 5 responden (15,2%) menyatakan 

netral pada pernyataan 4, dan sebanyak 1 responden (3,0%) 

menyatakan tidak setuju pada pernyataan 4. 

5) Dari 33 responden sebanyak 4 responden (13,3%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 5, sebanyak 23 responden (69,7%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 5, dan sebanyak 6 responden (18,2%)  

menyatakan netral pada pernyataan 5. 

6) Dari 33 responden sebanyak 6 responden (18,2%) menyatakan sangat 

setuju pada pernyataan 6, sebanyak 19 responden (57,6%) menyatakan 

setuju pada pernyataan 6, dan sebanyak 8 responden (24,2%) 

menyatakan netral pada pernyataan 6. 

4.1.4 Uji Instrumen Data 

4.1.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan ukuran yang menunjukkan keabsahan atau 
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kesahihan dari suatu instrument penelitian. Instrument penelitian yang valid 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan mampu mengungkapkan data dari 

variable yang diteliti secara tetap. Cara mengukurnya adalah dengan 

membandingkan rhitung dengan rtabel dengan syarat rhitung> rtabel. Dalam penelitian ini 

uji validitas diukur dengan 33 responden menggunakan uji validitas. Syarat 

minimum untuk dianggap valid adalah nilai indeks validnya > 0,30. Rusiadi 

(2015:113). Maka dari itu, semua pertanyaan yang memiliki tingkat korelasi 

dibawah 0.3 harus diperbaiki karena dianggap tidak valid. 

Tabel.4.12 Hasil Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

Anggaran 

Berbasis 

Kinerja (X1) 

Butir1 0,682 0,30 Valid 

Butir 2 0,607 0,30 
Valid 

Butir 3 0,572 0,30 
Valid 

Butir 4 0,573 0,30 
Valid 

Butir 5 0,381 0,30 
Valid 

Butir 6 0,630 0,30 
Valid 

Sistem 

Pelaporan (X2) 

Butir 1 0,581 0,30 
Valid 

Butir 2 0,642 0,30 
Valid 

Butir 3 0,646 0,30 
Valid 

Butir 4 0,646 0,30 
Valid 

Butir 5 0,617 0,30 
Valid 

Akuntanbilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (Y) 

Butir 1 0,615 0,30 
Valid 

Butir 2 
0,589 0,30 

Valid 

Butir 3 
0,660 0,30 

Valid 

Butir 4 
0,549 0,30 

Valid 
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Butir 5 
0,737 0,30 

Valid 

Butir 6 
0,717 0,30 

Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, pada tabel 4.12 maka 

dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan pada variabel X1, X2, dan Y 

dikatakan valid. Hal ini dapat dinilai dari r-hitung masing-masing butir pernyataan 

lebih besar daripada nilai r-tabel. 

4.1.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten bila diukur beberapa kali dengan alat ukur yang 

sama, Rusiadi (2015:107). Cara mengukurnya adalah dengan menghitung 

koefisien reliabilitas dengan membandingkan dengan Cronbach’s alpha yang 

bernilai 0,6. Jika lebih besar dari 0,6 maka reliable tetapi jika lebih kecil dari 0,6 

maka tidak reliable. 

Tabel.4.13 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja (X1) 

0,709 Reliable / Konsisten 

Sistem Pelaporan (X2) 0,745 
Reliable / Konsisten 

Akuntanbilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (Y) 
0,758 

Reliable / Konsisten 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.13 maka dapat diketahui 

bahwa semua butir pernyataan pada variabel X1, X2, dan Y dikatakan reliable, 
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handal atau konsisten. Hal ini dapat dinilai dari Cronbach’s Alpha masing-masing 

butir pernyataan pada tiap variabel lebir besar dari 0,6. 

 

4.1.5 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, maka sebagai persyaratan 

perlu dilakukan uji untuk mengetahui layak atau tidak layaknya suatu model 

regresi. Uji asumsi klasik yang harus dilakukan adalah data berdistribusi normal, 

tidak terjadinya heterokedastitas dan tidak adanya multikolinieritas. 

 

4.1.5.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak, sehingga data tersebut dapat digunakan dalam 

model regresi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua cara pengujian 

normalitas melalui analisis grafik dan analisis statistik. 

 Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan analisis grafik 

yaitu melihat grafik histogram dan grafik normal probability plot. Normalitas 

dapay diketahui dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

maupun dari hasil histogram residualnya. Berikut ini adalah kriteria normalitas 

analisis grafik : 

a) Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 
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b) Apabila data menyebar dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Tabel 4.14 Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 33 

Normal 

Parameters

a,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

1.42414413 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .105 

Positive .102 

Negative -.105 

Test Statistic .105 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

        Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dilihat angka Asymp.Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

residual berdistribusi normal.  

 
 

                           Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

                                                Gambar 4.2 Histogram 

 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat hasil pengolahan data uji 

normalitas diketahui bahwa data berdistribusi secara normal, dimana gambar 
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histogram memiliki garis berbentuk lonceng yang berkesesinambungan. 

 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26 

Gambar 4.3 Normal P.P Plot 

Berdasarkan gambar diatas, untuk hasil pengujian normalitas dengan 

menggunakan gambar Normal P.P Plot terlihat titik-titik data yang menyebar 

berada disekitar garis diagonal sehingga data telah terdistribusi secara normal. 

 

4.1.5.2 Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Uji ini dilakukan 

dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dari hasil 

analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance  > 0,10 atau VIF < 

10. Maka disimpulkan ini terjadi multikolineritas. Uji multikolineritas dari hasil 

kuisoner yang telah didistribusikan kepada responden dapat dilihat pada tabel 4.15 

Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolineritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.022 2.999  1.674 .104   

Anggaran Berbasis 

Kinerja (X1) 

.386 .185 .354 2.094 .045 .474 2.110 

Sistem Pelaporan 

(X2) 

.480 .171 .474 2.802 .009 .474 2.110 
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a. Dependent Variable: Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat dilihat angka Variance Inflation 

Factor (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah anggaran berbasis kinerja 

2,110<10, dan sistem pelaporan 2,110<10, dan nilai tolerance anggaran berbasis 

kinerja 0,474>0,010, dan sistem pelaporan 0,474>0,010, sehingga terlepas dari 

multikolineritas. 

 

4.1.5.3 Uji Heterokedasitas 

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians 

residual dari suatu pengamatan. Dikatakan berdistribusi normal apabila data 

menyebar dan tidak membentuk suatu pola. Deteksi dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatterplot. Hasil pengujian 

heterokedasitas dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

                                                Gambar 4.4 Uji Heterokedasitas 

 

4.1.6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
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Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem 

Pelaporan terhadap variabel dependen Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Adapun bentuk persamaan regresi liner berganda adalah sebagai berikut: 

Y = α + ß1X1 + ß2X2 + € 

Keterangan : 

Y  =  Anggaran Berbasis Kinerja (Dependent Variabel) 

α =  Konstanta 

β1 =  Koefisien Regresi Berganda (Multiple Regression) 

β2 =  Koefisien Regresi Berganda (Multiple Regression) 

X1 =  Anggaran Berbasis Kinerja 

X2 =  Sistem Pelaporan 

€ =  Error (nilai residual) 

Berdasarkan pengujian menggunakan software statistic, maka hasil 

persamaan regresi linier berganda dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.022 2.999  1.674 .104   

Anggaran Berbasis 

Kinerja (X1) 

.386 .185 .354 2.094 .045 .474 2.110 

Sistem Pelaporan 

(X2) 

.480 .171 .474 2.802 .009 .474 2.110 

a. Dependent Variable: Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

 

Y = 5,022 + 0,386 + 0,480 + € 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa apabila seluruh variabel 

independen (X1,X2) dianggap konstan maka nilai employee (kinerja) (Y) adalah 

sebesar 5,022 dengan e (standart error) 2,999 dan berubah. Dapat dilihat juga 

bahwa nilai koefisien regresi Sistem Pelaporan sebesar 0,480 lebih besar 

dibandingkan dengan nilai koefisien regresi Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 
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0,386. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel Sistem Pelaporan mempunyai 

pengaruh yang lebih besar terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dibandingkan dengan variabel Anggaran Berbasis Kinerja. 

 

4.1.7 Uji Hipotesis 

4.1.7.1 Uji Signikan Parsial ( Uji t ) 

Uji signifikan parisal (uji-t) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen. Apabila nilai 

probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2011:84) : 

1) Jikat hitung > t tabel atau nilai sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha    

diterima  

2) Jika t hitung < t tabel atau nilai sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

Cara menentukan t tabel dengan melihat pada α = 5% yang diperoleh dari 

degree of freedom dengan rumus : 

df = n-k 

Keterangan : 

Df = degree of freedom (derajat) 

N = jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu 33 

K = jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu 3  

Sehingga ttabel dengan sampel 33, probabilitas 5% dan df sebesar 30 adalah 

1,6973. Berikut adalah tabel uji t dari statistic software. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial (Uji t) 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.022 2.999  1.674 .104 

Anggaran Berbasis Kinerja .386 .185 .354 2.094 .045 

Sistem Pelaporan .480 .171 .474 2.802 .009 

a. Dependent Variable: Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat diketahui nilai thitung dari setiap variabel : 

a) Variabel Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (2,094) > t tabel (1,69) 

dan nilai signifikan (0,045) < 0,05. maka hipotesis (H1) diterima. 

Artinya variabel Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

b) Variabel Sistem Pelaporan secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hal 

ini dapat dilihat dari nilai t hitung (2,802) > t tabel (1,69) dan nilai 

signifikan (0,009) < 0,05. Maka hipotesis (H2) diterima. Artinya 

variabel Sistem Pelaporan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

4.1.7.2 Uji Signikan Simultan ( Uji F) 

Uji signifikansi simultan (uji f) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

pengaruh variabel independen secara bersama-sama dalam menerangkan variabel 

dependen. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan tingkat α = 0,05. 

Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2011:84) adalah : 
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1) Jika F hitung < F tabel atau angka probabilitas signifikansi > 0,05 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2) Jika F hitung > F tabel atau angka probabilitas signifikansi < 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Cara menentukan F tabel dengan melihat pada α = 5%, yang diperoleh dari 

degree of freedom untuk pembilang dan degree of freedom untuk penyebut dengan 

rumus : 

Df pembilang = k – 1 

= 3 – 1 

Df penyebut = n – k – 1 

= 33 – 3 – 1 

Keterangan : 

Df = degree of freedom (derajat) 

N = jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu 33 

K = jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu 3 

Sehingga F tabel dengan sampel 33, probabilitas 5% dan df pembilang 2, df 

penyebut 29 adalah 3,33  

Tabel 4.18 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 94.734 2 47.367 21.895 .000b 

Residual 64.902 30 2.163   

Total 159.636 32    

a. Dependent Variable: AkuntanbilitasKinerjaInstansiPemerinta 

b. Predictors: (Constant), SistemPelaporan, AnggaranBerbasisKinerja 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

F tabel  = Mean square regression / Mean square residual 

 = 47,367 / 2,163 = 21,895 

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari tabel 4.14 di atas, bahwa nilai Fhitung 
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(21,895) > F tabel ( 3,33) dan nilai signifikan (0,000) < 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel independen yang terdiri dari Anggaran Berbasis Kinerja (X1) , dan 

Sistem Pelaporan (X2) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel dependen kinerja karyawan (Y). 

 

4.1.7.3 Uji Koefisien Determinasi ( R2 ) 

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R2 merupakan suatu 

ukuran yang penting dalam regresi determinasi (R2) mencerminkan kemampuan 

variabel dependent. Tujuan analisis ini adalah untuk memprediksi dan melihat 

seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independent secara 

simultan terhadap variabel dependent. Nilai R2 menunjukkan seberapa besar 

proporsi dari total variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independent. Semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar proporsi dari total 

variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variabel independent. 

Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .770a .593 .566 1.471 

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Anggaran Berbasis Kinerja 

b. Dependent Variable: Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 26.0 (2020) 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat dilihat bahwa angka adjusted R Square 

0,593 yang disebut koefisien determinasi berarti 59,3 Akuntanbilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dapat diperoleh dan dijelaskan oleh sistem pengendalian 

intern dan sistem informasi akuntansi. Sedangkan sisanya 100% - 59,3% = 40,7 

dijelaskan oleh faktor lain . 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntanbilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan 

Berdasarkan Penelitian ini, maka didapat hasil penelitian yaitu Anggaran 

Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh terhadap Akuntanbilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Jika suatu 

instansi menerapkan anggaran berbasis kinerja yang memadai maka 

terciptanya informasi akuntansi yang kualitasnya baik yang akan 

mempengaruhi ketepatan dalam pengambilan keputusan, hal tersebut dapat 

mempengaruhi Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh 

Suriani (2014) bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. 

2. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan secara 

parsial berpengaruh terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Dengan Adanya sistem pelaporan 

akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 

untuk terwujudnya laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

yang baik.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh 

Yulianti (2014) bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. 
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3. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan  Terhadap 

Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota 

Medan 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja 

dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap 

Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota 

Medan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

diteliti oleh Suriani (2014) bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh 

positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Bandung dan Yulianti (2014) bahwa Sistem Pelaporan Keuangan 

berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Kabupaten Bandung.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Anggaran Berbasis 

Kinerja dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Penelitian ini berjumlah 33 

responden. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian 

yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan analisis regresi 

linier berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif antara Anggaran Berbasis Kinerja terhadap 

Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah pada Dinas 

Kesehatan Kota Medan.  

2. Terdapat pengaruh positif antara Sistem Pelaporan terhadap Akuntanbilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan.  

3. Terdapat pengaruh secara Simultan antara Anggaran Berbasis Kinerja dan  

Sistem Pelaporan terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Medan.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran 

berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Dinas Kesehatan Kota Medan, diharapkan untuk mempertahankan dan 

lebih meningkatkan pelaksanaan dengan menerapkan prinsip-prinsip 
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Anggaran Berbasis Kinerja untuk meningkatkan pembangunan sosial 

ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut serta 

mengoptimalkan pengawasan terhadap input, output dan outcome atas 

pelaksanaan anggaran, sehingga penggunaan seluruh potensi sumber daya 

yang ada berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya 

dapat berjalan dengan baik dan lebih meningkatkan Sistem Pelaporan 

terutama dalam hal pelaporan seperti membuat laporan penerimaan dan 

pengeluaran kas, dan laporan keuangan yang dibuat dan diterbitkan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar akuntabilitas kinerja dapat 

ditingkatkan lebih baik lagi agar dapat Akuntanbilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah yang baik. 

2. Untuk peneliti selanjutnya : 

a. Menambah variabel lain yang belum dimasukkan di penelitian ini  

terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

b. Menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti metode 

wawancara langsung atau memperoleh data yang berkualitas. 

c. Memperluas daerah observasi, atau menggunakan sampel yang berbeda 

dari penelitian ini, sehingga hasil penelitian lebih akurat . 
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